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Pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat 3 yang dibahas 
dalam penelitian ini adalah dititikberatkan pada masalah 
pilihan hUkum dalam hukum waris bagi orang Islam seperti 
dimaksud di dalam Penjelasan Umum dari Undanq-undang No. 1 
Tahun 1989 disebutkan bahwa dibidang kewarisan adalah 
mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, 
rnenentuan tentang harta peninqgalan, penentuan bagian 
rnasing-masing ah1i waris dan pelaksanaan pembagian harta 
penin9galan tersebut bilamana pewarisan itu dilakukan 
be:r;dasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut t 
pa:r;a pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuK 
memilih hukum apa yang akan dipergunaltan dalam pembagian 
warisan. 

Sedangk:an kata pilihan hukum itu sandiri memanq 
tidak terdapat di dalam rumusan pasal 49 UU No. 7 Tahun 
1989, dan baru muncul dalam Penjelasan Umum. Menurut 
sistim peraturan perundang-undangan Indonesia bahwa batang 
tubuh Undang-undang serta penjelasannya merupakan satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pengertian 
dari pasal-pasal akan tercermin pula dalam penjelasannya. 

Pilihan hukum dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 
1989 adalah khsusus ditujuitan terhadap perkara waris dan 
bukan untux perkara lain selain waris. Hal yang demikian 
dapat dimengerti karena berdasar kenyataan yang ada dalam 
masyarakat, hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia 
adalah beraneka ragam, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum 
kewarisan adat, hukum kewarisan menurut ketentuan­
ketentuan Burg&rlijk Wetboek. Oleh karena itu dapat dika­
takan belum ada unifikasi dalam hukum war±s. 

Berdasarkan kenyataan yang terjadi tentang masalah 
pilihan hukum tersebut perlu kiranya diadakan suatu peru­
musan yang kongkrit dituangkan dalam penjelasan Umum 
Undang-undang No . ., Tahun 1989. Dari rumusan yang kongkrit 
ini diharapkan kemungkinan : 
1. 	Meniadakan pluralisme di bidanq hukum kewarisan di 

Indonesia. 
2. 	 Meniadakan terjadi pertentangan aukum Islam dengan

hukum adat . . 
3. 	Dalam hal perumusan pilihan hukum bagi orang-orang 

Islam, hendakkan dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
pluralisme di bidang hukum tidak berlanjut. 
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Berbicara lebih lanjut terhadap masalah Pelaksanaan 
Ketentuan pasal 49 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989 tersebut, 
Mahmakah agung RI yang telah mengeluarkan Surat Edaran 
pada tan99al 3 April 1990 yaitu SEMA No. 2 Tanun 1990 yang
intinya antara lain : 
Butir u4_2 1i Perkara-perkara antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang kewarisan yang juga berkaiatan 
dengan masalah pilihan hUkum, nendaknya diketahui bahwa 
ketentuan pilihan hukum merupakan masalahyang terletak di 
luar badan peradilan dan berlaku bag! mereka atau golongan 
rakyat yang hukum warisnya tunduk pada hukum adat atau 
hUkum Islam, dimana mereka boleh memilih hukum adat atau 
hUkum perdata Barat/BW yang menjadi wewenang Peng:adilan 
Negeri atau memilih hukum Islam yang menjadi wewenang
pengadilam Agama. 
Butir It 4~·3H : Dalam hal timbul sengketa kewenangan menga­
dili antara penqadilan di lingkungan peradilam unrum dengan 
Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. berdasarkan 
pasal 33 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung~ maka 

hal fersebut menjadi wewenang Mahkamah Agung ~ untuk memu­

tuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. 

Butir "4-5 : Perkara warisan yang terjadi antara pihak­

pihak yan9 beragama Islam, akan tetapi diajukan kepada 

Pengadilan Negeri sebelum tanggal 1 Juli 1990 tetap dipe­

riksa, diputuskan dan diselesaikan oleh Pengadilan dalam 

lingkuhgan pengadilan umum. 


Berdasarkan uraian dengan berpanqkal tolak dari 
ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1990 dalam mengantisipasi 
masalah pilihan hukurn tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
masalab pilihan hukum terl$tak di luar badan peradilan, 
sedanqkan masalah sengketa kewarisan di antara orang-orang
ISlam menjadi kewenangan Pengadilan Agama. 

Dalam penslitian tersebut menggunakan pendekatan 
dengan metoda analisa data secara kualitatif dan logis. 
Penelitian ini bentuknya adalah diskristif l yaitu berusaha 
rnemperoleh gambaran tentang kewenangan Pengadilan Agama 
dalam memeriksa dan memutus perkara waris diantara orang­
orang Islam. Bertolak dari gambaran pelaksanaan pasal 49 
ayat 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tersebut l dapat 
dilakukakan penelaahan secara yuridis dan no:rmatif quna 
menjelaskan mengapa terjadi keadaan yang demikian itu. 

Dari penelitian ini didapat kesimpulan sebagai
berikut : 
1. 	Pendefinitifan kewenangan yuridiksi yang dirumuskan 

dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, diharapkan dapat 
memperkecil perselisih~n kewenangan mengadili antara 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. 

2. 	Suatu kemajuan tersendiri, apabila usaha memperkecil 
perselisiban tersebut dengan cara mempertemukan keaua 
belah pihak untuk bermusyawarah membuat suatu persetu­
juan yang bagaimanapun bentuk putusannya yang merupakan 
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prOdUk Pengadilan Agama adalah merupakan pencerminan
dari putusan berdasarkan hUkum Islam. 

3. 	Dengan melekatnya azas Personalitas keislaman pada 
UU No. 7 Tahun 1989, diharapkan bagi para pihak maupun 
para praktisi hukum dapat memahami dan mandalami hukum 
Islam disamping penguasaannya terhadap teori atau ilmu 
hukum lain pada umumnya. 
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